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Kata Pengantar

engan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas semua limpahan

rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama
Banjarnegara Tahun 2022. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini
disusun berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Surat Sekretaris Mahkamah Agung R.L.
Nomor 2877/SEK/0T.01.1/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Penyampaian
Dokumen SAKIP sebagai wujud pertanggungjawaban Pengadilan Agama Banjarnegara

dalam mencapai visi dan tujuan organisasi.

Kegiatan yang dilaksanakan merupakan hasil dari perencanaan yang telah disusun
berdasarkan kinerja masing-masing program yang diukur dari pencapaian sasaran
kegiatan. Laporan ini berguna untuk mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan pada
tahun 2022 sebagai perumusan kebijaksanaan untuk menetapkan langkah-langkah
program kerja pada tahun berikutnya dengan harapan dapat diperoleh hasil kinerja yang
lebih baik.

Laporan ini adalah sebuah bentuk pertanggungjawaban amanah yang diberikan sesuai
tugas pokok dan fungsi badan peradilan dan dalam rangka mewujudkan reformasi
peradilan dan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik sesuai visi dan misi

Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama Banjarnegara.

Semoga laporan ini bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang
dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Banjarnegara serta berguna
bagi semua pihak terkait.

" A4

A

anjarnegara, 25 Januari 2023
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--""". ua Pengadilan Agama Banjarnegara
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Ringkasan Eksekutif

enyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama
Banjarnegara Tahun 2022 merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban
lembaga peradilan dalam memberikan laporan akuntabilitas kinerja
lembaganya dalam kurun waktu 1 (satu) tahun berjalan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) ini juga disusun dalam rangka memenuhi amanah yang
tertuang dalam Peraturan Presiden Rl Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjlIP) merupakan bagian dari informasi
pengukuran kinerja dalam melaksanakan rencana strategis Pengadilan Agama
Banjarnegara. Laporan ini adalah merupakan dokumen evaluasi dalam mendapatkan
umpan balik peningkatan kinerja pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang
dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Banjarnegara, dengan berorentasi kepada hasil ang

dicapai melalui visi dan misi, tujuan sasaran strategis.

Tuntutan adanya laporan kinerja ini berangkat dari Peraturan Presiden RI Nomor
29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sedangkan
informasi yang diharapkan dari laporan tersebut yaitu dapat mendorong Instansi
Pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum Pemerintah dan Pembangunan sehingga
beroperasi secara efisien, efektif dan responsive terhadap masyarakat, menjadi masukan
dan umpan balik bagi pihak pihak yang berkepntingan sehingga dapat menjaga

terpeliharanya kepercayaan masyarakat.

Pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan
maupun pelaksanaan anggaran diinformasikan sebagai laporan pencapaian hasil Tahun
2022. Adapun pengukuran pencapaian kinerja dengan melihat sasaran, indikator sasaran,
target yang diinginkan, realisasi sasaran dan pencapaian target. Perencanaan yang belum
sesuai dengan target diberikan analisa tentang hambatan dan kendala serta penyebab

belum tercapainya target yang diinginkan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2022 ini adalah bentuk
tindak lanjut dari surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1604/SK/0T.01.2/11/2019
tanggal 15 November 2019 dimana seluruh Pengadilan Tingkat Pertama diwajibkan untuk
menyusun dan mengirimkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022, Dokumen

Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU), Dokumen Reviu Rencana Strategis tahun 2020-2024,
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Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2022 dan 2023 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun
2022 dan 2023.

Untuk pelaporan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) periode tahun 2022,

Pengadilan Agama Banjarnegara masih berpedoman sesuai sasaran kinerja Mahkamah
Agung sesuai surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor 933/SEK/OT.01.3/10/2017
tanggal 24 Oktober 2017 tentang hasil evaluasi SAKIP Mahkamah Agung RI oleh

Kementerian Pendayaangunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Surat
Keputusan Nomor W11-A5/229/0T.01.3/1/2020 tanggal 6 Januari 2020 tentang Penetapan

Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Banjarnegara.

Dengan indikator dan target yang ditetapkan dalam rencana kinerja tahun 2022

dan perjanjian kinerja tahun 2022, tingkat realisasi dan capaian kinerja Pengadilan

Agama Banjarnegara secara garis besar dapat disimpulkan sebagai berikut :

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET REALISASI CAPAIAN
1. | Terwujudnya Persentase Perkara yang 95% 95% 100%
Proses diselesaikan Tepat Waktu
Peradilan yang Persentase Perkara yang 99% 99,82% 100,83%
Pasti, tidak Mengajukan Upaya
Transparan Hukum Banding
dan Akuntabel Persentase  Perkara yang 99% 100% 101,01%
tidak Mengajukan Upaya
Hukum Kasasi
Persentase Perkara anak
yang diselesaikan dengan
diversi
Index  Persepsi Pencari 91% 90,93% 99,92%
Keadilan yang Puas terhadap
Layanan Peradilan
2. | Peningkatan Persentase Salinan Putusan 100% 100% 100%
Efektifitas yang disampaikan ke para
Pengelolaan Pihak Tepat Waktu
Penyelesaian Persentase Perkara yang 2% 8,33% 416,50%
Perkara diselesaikan Melalui Mediasi
3. | Meningkatnya Persentase Perkara Prodeo 100% 84,40% 84,40%
Akses yang diselesaikan
Peradilan Bagi Persentase Perkara Yang 100% 100% 100%
Masyarakat Diselesaikan di Luar Gedung
Miskin dan Pengadilan
Terpinggirkan Persentase Pencari Keadilan 100% 100% 100%
Golongan Tertentu vyang
Mendapat Layanan Bantuan
Hukum (Posbakum)
4. | Meningkatnya | Persentase  Putusan  Perkara 100% 100% 100%
Kepatuhan Perdata Yang Ditindaklanjuti
terhadap (Eksekusi)
Putusan
Pengadilan
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LKjIP

Dapat dilihat dari tabel di atas bahwa dari 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama
(dua)

direncanakan vyaitu Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan

yang ditetapkan, terdapat 2 indikator yang tidak mencapai target yang
Peradilan dan Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan. Analisa penyebab terjadinya
kegagalan pelaksanaan indikator tersebut dan keberhasilan capaian indikator-indikator

yang lain akan dipaparkan dalam Bab IIl pada laporan ini.

Dalam melaksanakan tugas untuk memenuhi perjanjian kinerja dengan target
dan capain tersebut, Pengadilan Agama Banjarnegara sepenuhnya menggunakan DIPA
Mahkamah Agung yang dialokasikan pada Pengadilan Agama Banjarnegara melalui 2
eselon DIPA yaitu DIPA Badan Urusan Administrasi (DIPA 01) dan DIPA Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Agama (DIPA 04).

Untuk anggaran DIPA yang berasal dari DIPA Badan Urusan Administrasi
Mahkamah Agung RI, Pengadilan Agama Banjarnegara mendapat alokasi anggaran sebesar
Rp. 5.935.140.000,- (lima milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta seratus empat puluh

ribu rupiah) dengan rincian dan realisasi sebagai berikut:

No  Jenis Belanja Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Persentase

1. Belanja Pegawai Rp. 4.638.168.000 Rp. 4.636.089.096 99,96 %

2. Belanja Barang Rp. 1.209.972.000 Rp. 1.207.943.463 99,83 %

3 Belanja Modal Rp. 87.000.000 Rp. 86.925.000 99,91 %
Jumlah Rp. 5.935.140.000 Rp. 5.930.957.559 99,93 %

Sedangkan untuk anggaran yang berasal dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Agama, Pengadilan Agama Banjarnegara mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.

181.600.000,- (seratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk Peningkatan

Manajemen Peradilan Agama yang pengelolaannya dilaksanakan untuk biaya Pelaksanaan

Penyelesaian Administrasi Perkara di lingkungan Peradilan Agama berupa pembebasan

biaya perkara, sidang di luar gedung dan penyediaan Pos Bantuan Layanan Hukum.

Adapun rincian dan realisasi anggaran DIPA tersebut adalah sebagai berikut:

No Jenis Belanja Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Persentase

1. Pembebasan Biaya Perkara Rp. 50.000.000 Rp. 49.434.250 98,87 %

2. Sidang di Luar Gedung Rp. 21.800.000 Rp. 21.800.000 100 %

3 Pos Bantuan Hukum Rp. 60.180.000 Rp. 60.180.000 100 %
Jumlah Rp. 181.600.000 Rp. 180.995.250 99,67 %
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Pendahuluan

. LATAR BELAKANG

embaga Peradilan merupakan kekuasaan yudikatif yang mendukung
keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum.

Disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen bahwa
“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan
yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan
agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh

sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Sebagai tindak lanjut atas Undang-undang Dasar Tahun 1945 tersebut di atas,
lahirlah Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 (perubahan atas Undang-undang Nomor
14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung) dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004
(perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan
Pokok Kekuasaan Kehakiman). Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004
dinyatakan bahwa “Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan
peradilan yang berada di bawahnya di bawah kekuasaan Mahkamah Agung”, hal ini
merupakan titik tolak independensi dari seluruh jajaran Peradilan yang selama ini
masih terkait dengan kekuasaan eksekutif (bidang administrasi dan keuangan masih
ditangani oleh Departemen Kehakiman dan Departemen Agama). Sehingga dengan
adanya Undang-undang Kekuasaan Kehakiman tersebut lahirlah apa yang disebut
dengan Peradilan Satu Atap (One Roof System).

Sementara itu dalam Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004
disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan finansial badan
peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) u ntuk masing-masing lingkungan
peradilan diatur dalam Undang-Undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan
masing-masing”. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989. Dengan perubahan Perundang-undangan tersebut, maka badan

Peradilan Agama yang pada saat itu berada di bawah Depertemen Agama yang
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ditangani oleh Direktorat Badan Peradilan Agama, setelah bergabung Mahkamah Agung

ditangani oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

Pengadilan Agama Banjarnegara sebagai salah satu kawal depan Mahkamah
Agung, mempunyai tugas untuk menegakkan supremasi hukum khususnya di wilayah
hukum Kabupaten Banjarnegara. Sebagai perpanjangan tangan dari Mahkamah Agung
Rl dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang untuk melayani para pencari keadilan,
Jajaran Hakim dan Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara telah berkomitmen
untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana yang telah ditetapkan dan
diatur oleh Undang-undang dan ketentuan peraturan lainnya, secara adil dan
transparan. Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut, jajaran Kesekretariatan
Pengadilan Agama Banjarnegara berpedoman dengan Undang-undang dan ketentuan
peraturan lainnya, telah melaksanakan berbagai kegiatan di bidang kepegawaian,
keuangan dan umum untuk mewujudkan rangka pelayanan prima di Pengadilan Agama
Banjarnegara dan penegakan supremasi hukum pada Kabupaten Banjarnegara Provinsi

Jawa Tengah.

Sebagai lembaga pemerintah, Pengadilan Agama Banjarnegara merupakan
pengadilan tingkat pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga
merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan
kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban
tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja
secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk
mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Agama Banjarnegara dalam satu tahun
anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta

menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.
B. TUGAS DAN FUNGSI.

Pengadilan Agama Banjarnegara sebagai Pengadilan tingkat pertama bertugas
dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara
di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan,
waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadagah dan ekonomi syari’ah sebagaimana
diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua
atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Pengadilan Agama Banjarnegara

mempunyai fungsi sebagai berikut :
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1.  Memberikan pelayanan teknis yudisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara
tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi.

2. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi dan
peninjauan kembali serta administrasi perkara lainnya.

3.  Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan
Pengadilan Agama (kepegawaian, keuangan dan umum).

4.  Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada
instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta;

5.  Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di
luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam ;

6. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti memberikan pertimbangan
hukum agama, pelayanan riset/ penelitian, pengawasan terhadap
advokat/penasehat hukum dan sebagainya;

7.  Melaksanakan tugas penyelesaian ekonomi syari’ah sesuai dengan pasal 49 ayat
(1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dan diperbarui dengan
Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009;

8.  Memberikan itsbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada

tahun hijriah.

Wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarnegara meliputi seluruh wilayah
Kabupaten Banjarnegara yang terdiri 20 Kecamatan dengan rincian terdiri 273 desa
dan 5 kelurahan. Adapun kecamatan-kecamatan tersebut yaitu Kecamatan
Banjarmangu, Kecamatan Wanayasa, Kecamatan Wanadadi, Kecamatan Susukan,
Kecamatan Sigaluh, Kecamatan Rakit, Kecamatan Purworejo Klampok, Kecamatan
Purwanegara, @ Kecamatan Punggelan, Kecamatan Pejawaran, Kecamatan
Pandandarum, Kecamatan Pagedongan, Kecamatan Pagentan, Kecamatan Mandiraja,
Kecamatan Madukara, Kecamatan Karangkobar, Kecamatan Kalibening, Kecamatan

Bawang, Kecamatan Batur, dan Kecamatan Banjarnegara.

No Rincian Jumlah Perkara Jumlah
1. | Sisa Perkara Tahun 2021 145 perkara
2. | Perkara Diterima Tahun 2022 3.418 perkara
3. | Jumlah Perkara Dikelola Tahun 2022 3.563 perkara
4. | Perkara Diputus Tahun 2022 3.385 perkara
5. | Sisa Perkara Tahun 2022 178 perkara
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Sumber daya manusia Pengadilan Agama Banjarnegara berjumlah 38 orang

dengan rincian terdiri dari 21 orang tenaga teknis (9 orang Hakim, 1 orang Panitera, 3

orang Panitera Muda, 4 orang Panitera Pengganti, 2 Jurusita, dan 2 orang Jurusita
Pengganti), 9 orang tenaga Non Teknis (1 orang Sekretaris, 3 orang Kepala Sub Bagian,
5 orang Fungsional Sekretariat) dan 8 orang Tenaga Honorer.
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Perencanaan Kinerja

A. REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

encana Strategis Pengadilan Agama Banjarnegara Tahun 2020-2024
merupakan merupakan komitmen bersama dalam menetapkan
kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram

secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan

pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan

perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai
pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Banjarnegara diselaraskan denga
arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana
pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional
Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJM) 2020-2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan
program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan

organisasi pada tahun 2020 - 2024.

Terwujudnya tata pemerintahan yang baik merupakan harapan semua pihak
dan langkah untuk mewujudkan semuanya telah ditetapkan dalam berbagai
peraturan perundang-undangan. Sistem Perencanaan yang akuntabel adalah
perencanaan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dalam
Insttruksi Presiden tersebut dimaksudkan agar setiap Instansi Pemerintah untuk
dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi, dalam pengelolaan
sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan

strategis yang telah ditetapkan.

Pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi dituangkan melalui Laporan
Kinerja Instansi Pemertintah (LKjIP). Berdasarkan hal tersebut maka setiap Instansi
Pemerintah wajib mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dengan tujuan untuk menciptakan pemerintahan yang baik. Dengan
menerapkan sistem tersebut, setiap instansi akan membuat Rencana Strategis
(Renstra), Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja serta memuat seluruh program

kegiatan baik di bidang teknis peradilan maupun non teknis peradilan.
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Rencana Strategis memuat penetapan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi
yang dijabarkan kedalam kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan
pelaksanaannya. Penyusunan Rencana Strategis berfugsi sebagai kerangka acuan
dalam pelaksanaan tugas secara terencana dan terukur, pengkontrolan dan evaluasi
serta pertanggungjawaban kerja pimpinan beserta seluruh aparatur Pengadilan

Agama Banjarnegara.

Rencana Strategis Pengadilan Agama Banjarnegara Tahun 2020-2024
merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan
yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penelitian,
perbaikan, pengkajian, penelaahan terhadap sistem kebijakan dan perundang-

undangan untuk mendapat efektifitas dan efisiensi.
1. VISI DAN MISI

Visi adalah suatu gambaran yang memetakan keadaan masa depan yang
diinginkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Banjarnegara.

Visi Pengadilan Agama Banjarnegara adalah:

“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA YANG AGUNG”

Visi tersebut merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang
ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi seluruh pegawai Pengadilan

Agama Banjarnegara dalam melakukan aktifitasnya.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai dengan visi
yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud

dengan baik. Misi Pengadilan Agama Banjarnegara, adalah sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan;

2. Menyelenggarakan Peradilan yang bersih dan bebas dari praktek Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme;
Memberikan pelayanan Hukum yang beekeadilan kepada pencari kedailan;

4. Meningkatkan kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan.
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2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
a. Tujuan:

Tujuan strategis yang termuat di dalam Renstra Pengadilan Agama
Banjarnegara adalah sebagai berikut :
1) Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi;
2) Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan;
3) Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Banjarnegara dapat memenuhi
butir 1 dan 2 di atas.

b. Sasaran Strategis :

Sasaran strategis yang termuat di dalam Renstra Pengadilan Agama
Banjarnegara adalah sebagai berikut :
1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4

. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

3. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

Empat sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Agama
Banjarnegara untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat

rincian program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :
a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama;

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program
untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib
administrasi perkara dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1) Penyelesaian perkara perdata di tingkat pertama antara orang-orang yang
beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat,
infaq, shadagah dan ekonomi syari’ah

2) Penyelesaian sisa perkara

3) Penelitian berkas perkara disampaikan secara lengkap dan tepat waktu

4) Register dan pendistribusian berkas perkara ke majelis hakim yang tepat
waktu

5) Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara
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b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Mahkamah Agung, dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan

sumber daya manusia berkualitas dan mencapai pengawasan berkualitas.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :
1) Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial
2) Tindak lanjut pengaduan yang masuk

3) Tindak lanjut temuan dari tim pemeriksa
c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Mahkamah Agung ;

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung
bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan
prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan

prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

B. REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pengadilan Agama Banjarnegara telah menetapkan Reviu Indikator Kinerja
Utama berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor:
W11-A5/229/0T.01.3/1/2020 tanggal 06 Januari 2022 yang disusun sesuai Surat
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 9
Nopember 2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung
Rl dan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 933/SEK/0T.01.3/10/2017 tanggal
24 Oktober 2017 tentang Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding
dan Pengadilan Tingkat Pertama. Indikator Kinerja Utama tersebut dapat dilihat

sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA PENANGGUNG

NO KINERJA UTAMA UTAMA JAWAB SUMBER DATA
1. | Terwujudnya a. Persentase Panitera Laporan Bulanan
Proses Peradilan Perkara yang dan
yang Pasti, Diselesaikan Laporan Tahunan
Transparan dan Tepat Waktu
Akuntabel :
b. Persentase Panitera Laporan Bulanan
Perkara yang dan
tidak Mengajukan Laporan Tahunan
Upaya Hukum
Banding
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c. Persentase Panitera Laporan Bulanan
Perkara yang dan
tidak Mengajukan Laporan Tahunan
Upaya Hukum
Kasasi
d. Persentase Panitera Laporan Bulanan
Perkara anak dan
yang diselesaikan Laporan Tahunan
dengan diversi
e. Index Persepsi Panitera Laporan Semester
Pencari Keadilan dan
yang Puas Laporan Tahunan
terhadap
Layanan
Peradilan
Peningkatan a. Persentase Panitera Laporan Bulanan
Efektifitas Salinan Putusan dan
Pengelolaan yang disampaikan Laporan Tahunan
Penyelesaian ke para Pihak
Perkara Tepat Waktu
b. Persentase Panitera Laporan Bulanan
Perkara yang dan
diselesaikan Laporan Tahunan
Melalui Mediasi
Meningkatnya a. Persentase Panitera Laporan Bulanan
Akses Peradilan Perkara Prodeo dan
Bagi Masyarakat yang diselesaikan Laporan Tahunan
Miskin dan
Terpinggirkan -
b. Persentase Panitera Laporan Bulanan
Perkara Yang dan
Diselesaikan di Laporan Tahunan
Luar Gedung
Pengadilan
c. Persentase Panitera Laporan Bulanan
Pencari Keadilan dan
Golongan Laporan Tahunan
Tertentu yang
Mendapat
Layanan Bantuan
Hukum
(Posbakum)
Meningkatnya Persentase Putusan Panitera Laporan Bulanan

Kepatuhan
terhadap Putusan
Pengadilan

Perkara Perdata
Yang Ditindaklanjuti
(Eksekusi)

dan
Laporan Tahunan
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C. RENCANA KINERJA TAHUN 2022

Rencana kinerja tahun 2022 ini disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja

Utama yang diformalkan , sebagai berikut :

NO ‘ KINERJA UTAMA ‘ INDIKATOR KINERJA UTAMA ‘ TARGET
1. | Terwujudnya Proses a. Persentase Perkara yang Diselesaikan 95%
Peradilan yang Pasti, Tepat Waktu
Transparan dan : o
Akuntabel b. Persentase Perkara yang tidak 99%

Mengajukan Upaya Hukum Banding

C. Persentase Perkara yang tidak 99%
Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

d. Persentase Perkara anak yang
diselesaikan dengan diversi

e. Index Persepsi Pencari Keadilan yang 91%
Puas terhadap Layanan Peradilan

2. | Peningkatan Efektifitas | a. Persentase Salinan Putusan yang 100%
Pengelolaan disampaikan ke para Pihak Tepat Waktu
Penyelesaian Perkara

b. Persentase Perkara yang diselesaikan 2%
Melalui Mediasi

3. | Meningkatnya Akses a. Persentase Perkara Prodeo yang 100%
Peradilan Bagi diselesaikan
Masyarakat Miskin dan [ b~ Persentase Perkara Yang Diselesaikan di 100%
Terpinggirkan Luar Gedung Pengadilan

c. Persentase Pencari Keadilan Golongan 100%

Tertentu yang Mendapat Layanan
Bantuan Hukum (Posbakum)

4. | Meningkatnya Persentase Putusan Perkara Perdata Yang 100%
Kepatuhan terhadap Ditindaklanjuti (Eksekusi)
Putusan Pengadilan

Rencana kerja ini kemudian dibuatkan perjanjian dari aparatur Pengadilan
Agama Banjarnegara kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara dan dari Ketua
Pengadilan Agama Banjarnegara kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang

dalam sebuah dokumen perjanjian kinerja.

Secara rinci untuk menyelesaikan rencana kerja maupun perjanjian kerja

tersebut dapat dijabarkan apa saja langkah dan strategi sebagai berikut:
1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan

dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:
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a. Penyelesaian perkara tepat waktu adalah upaya penyelenggaraan proses
peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Jumlah perkara yang
diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun
berjalan. Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi
jangka waktu penyelesaian pada SIPP. Untuk perkara biasa dan verstek,
program Pengadilan Agama Banjarnegara adalah penyelesaian perkara
untuk tidak lebih dari satu bulan.

b. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding menunjukkan
masyarakat merasa puas atas putusan Pengadilan, sehingga tidak
mengajukan upaya hukum banding. Kategori putusan yang dimaksud pada
indikator ini adalah pada putusan perkara gugatan/contentious. Strategi
yang dilaksanakan adalah menyelenggarakan sidang sesuai SOP.

c. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi menunjukkan
masyarakat merasa puas atas putusan Pengadilan, sehingga tidak
mengajukan upaya hukum kasasi. Kategori putusan yang dimaksud pada
indikator ini adalah pada putusan perkara permohonan/contentious.
Strategi yang dilaksanakan adalah menyelenggarakan sidang sesuai SOP.

d. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi menunjukkan
jumlah perkara anak yang penyelesaiannya dialihkan dari proses peradilan
pidana ke proses di luar peradilan pidana. Karena Pengadilan Agama
Banjarnegara tidak berwenang mengadili perkara pidana, maka tidak ada
target yang ditetap pada indikator ini. Strategi pelaksanaan juga tidak
perlu dirumuskan. Meski demikian indikator ini tetap dimasukkan karena
merupakan turunan dari IKU Mahkamah Agung yang wajib dicantumkan di
Pengadilan Agama.

e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan,
dengan indikator indeks kepuasan masyarakat setiap tahun semakin
meningkat. Walaupun tahunan, namun Pengadilan Agama Banjarnegara
menyelenggarakan survey kepuasan masyarakat setiap 6 (enam) bulan

sekali agar mendapat hasil yang lebih optimal
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2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan penyelesaian perkara

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan efektivitas pengelolaan

penyelesaian perkara ditetapkan kebijakan sebagai berikut:

a. Pemberitahuan isi putusan untuk pihak yang tidak hadir dilaksanakan
sesegera mungkin karena sangat berkaitan erat untuk menentukan waktu
berkekuatan hukum tetap (inkracht) perkara tersebut. Untuk putusan
sendiri di hari yang sama sudah langsung terpublikasikan (one day publish
dan one day minute) dan dapat langsung diambil oleh para pihak terkait.

b. Pelaksanaan mediasi tidak optimal karena kebanyakan perkara yang masuk
tanpa kehadiran tergugat dan yang dihadiri  tergugat pun
kecenderungannya mediasi tidak berhasil. Meski demikian pelaksanaan
mediasi bagi para pihak yang hadir sidang tetap dilaksanakan dilaksanakan
sesuai SOP dan diupayakan sedemikian rupa agar mediasi dapat berhasil

walaupun berhasil sebagian.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Untuk meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan,
Pengadilan Agama berupaya untuk melakukan dan mencapai penetapan kinerja

dengan mengambil kebijakan sebagai berikut:

a. Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin (berperkara secara
cuma-cuma) dengan menggunakan anggaran yang tersedia di DIPA
Pengadilan Agama Banjarnegara maupun dibebaskan secara murni

b. Sidang di luar gedung pengadilan atau sidang keliling menggunakan
anggaran yang tersedia dan diprioritaskan dilaksanakan di daerah yang
aksesnya jauh dari kantor Pengadilan Agama Banjarnegara. Untuk
pengoptimalan kegiatan, sidang di luar gedung dilaksanakan di satu
kecamatan yang mencakup 5 kecamatan di sekitarnya. Sidang di luar
gedung difokuskan di wilayah pegunungan Dieng yang cukup jauh dari
kantor Pengadilan Agama Banjarnegara.

c. Pos Pelayanan Bantuan Hukum sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung
Rl Nomor 1 tahun 2014 dengan menggunakan anggaran yang tersedia untuk
memberikan bantuan kepada masyarakat miskin dan terpinggirkan dalam
hal pembuatan gugatan, jawaban serta nasihat terhadap perkara yang

dihadapinya
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4. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat pencari keadilan terhadap putusan
pengadilan, Pengadilan Agama Semarang berupaya melakukan dan mengambil
arah kebijakan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak tertentu terutama
Kantor Perbendaharaan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang
mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur
dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya
yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk
meningkatkan Akuntabilitas serta transparansi dan kinerja instansi pemerintah.
Kedua komponen tersebut merupakan perwujudan nyata atas komitmen sebagai
dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran, sehingga

mampu menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Untuk tahun 2022 Pengadilan Agama Banjarnegara telah menyusun dan
menetapkan perjanjian kinerja sebagaimana rencana yang tertuang dalam Rencana
Kinerja Tahun (RKT) 2022 dan juga sejalan dengan Rencana Strategis (Renstra) 2020-
2024 Pengadilan Agama Banjarnegara. Secara berjenjang aparatur Pengadilan Agama
Banjarnegara berjanji kepada atasan langsungnya sampai kepada Ketua Pengadilan
Agama Banjarnegara dan puncaknya Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara berjanji

kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

Adapun isi dari Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Banjarnegara untuk tahun
2022 adalah sebagai berikut:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

NO KINERJA UTAMA ‘ INDIKATOR KINERJA UTAMA ‘ TARGET

1. | Terwujudnya Proses a. Persentase Perkara yang Diselesaikan 95%
Peradilan yang Pasti, Tepat Waktu
Transparan dan b. Persentase Perkara yang tidak 99%
Akuntabel Mengajukan Upaya Hukum Banding
c. Persentase Perkara yang tidak 99%

Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

d. Persentase Perkara anak yang
diselesaikan dengan diversi
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e. Index Persepsi Pencari Keadilan yang 91%
Puas terhadap Layanan Peradilan
2. | Peningkatan Efektifitas a. Persentase Salinan Putusan yang 100%
Pengelolaan Penyelesaian disampaikan ke para Pihak Tepat Waktu
Perkara
b. Persentase Perkara yang diselesaikan 2%
Melalui Mediasi
3. | Meningkatnya Akses a. Persentase Perkara Prodeo yang 100%
Peradilan Bagi diselesaikan
Masyarakat Miskin dan b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan di 100%
Terpinggirkan Luar Gedung Pengadilan
c. Persentase Pencari Keadilan Golongan 100%
Tertentu yang Mendapat Layanan
Bantuan Hukum (Posbakum)
4. | Meningkatnya Kepatuhan | Persentase Putusan Perkara Perdata Yang 100%
terhadap Putusan Ditindaklanjuti (Eksekusi)
Pengadilan
PENGGUNAAN ANGGARAN TAHUN 2022
No Jenis Belanja Pagu (Rp)
1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Rp 5.848.140.000
Urusan Administrasi
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Rp 87.000.000
Agung
3 Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Rp 181.600.000
Jumlah Rp 6.116.740.000




LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022

Akuntabilitas Kinerja

A. PENGUKURAN KINERJA

engukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk

menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan
program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan. Pengukuran
kinerja merupakan metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai

dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Banjarnegara dilakukan
dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah
ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah
ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan
pencapaian target kinerja, nhamun demikian juga terdapat target yang belum tercapai
dalam tahun 2022 ini.

Ringkasan tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut

diuraikan dalam tabel di bawah ini :

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET REALISASI | CAPAIAN

1. | Terwujudnya a. Persentase Perkara yang 95% 95% 100%
Proses diselesaikan Tepat Waktu
Peradilan yang | b. Persentase Perkara yang 99% 99,82% 100,83%
Pasti, tidak Mengajukan Upaya
Transparan Hukum Banding
dan Akuntabel | c. Persentase Perkara yang 99% 99,97% 100,98%

tidak Mengajukan Upaya
Hukum Kasasi

d. Persentase Perkara anak
yang diselesaikan dengan
diversi

e. Index Persepsi Pencari 100% 90,93% 90,93%
Keadilan yang Puas
terhadap Layanan

Peradilan
2. | Peningkatan a. Persentase Salinan Putusan 91% 90,93% 99,92%
Efektifitas yang disampaikan ke para
Pengelolaan Pihak Tepat Waktu
Penyelesaian b. Persentase Perkara yang 2% 8,33% 416,50%
Perkara diselesaikan Melalui
Mediasi
3. | Meningkatnya a. Persentase Perkara Prodeo 100% 84,40% 84,40%
Akses yang diselesaikan
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Peradilan Bagi | b. Persentase Perkara Yang 100% 100% 100%
Masyarakat Diselesaikan di Luar
Miskin dan Gedung Pengadilan
Terpinggirkan c. Persentase Pencari 100% 100% 100%

Keadilan Golongan
Tertentu yang Mendapat
Layanan Bantuan Hukum

(Posbakum)
4. | Meningkatnya Persentase Putusan Perkara 100% 100% 100%
Kepatuhan Perdata Yang Ditindaklanjuti
terhadap (Eksekusi)
Putusan
Pengadilan

B. ANALISA AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian
pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan,
visi, misi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu

organisasi.

Pada akhir tahun 2022 Pengadilan Agama Banjarnegara telah melaksanakan
seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja

sesuai sasaran yang telah ditetapkan dapat dianalisa sebagai berikut :

1. SASARAN TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN
AKUNTABEL
Pencapaian sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan
akuntabel pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  TARGET @ REALISASI | CAPAIAN

1. | Terwujudnya | a. Persentase Perkara yang 95% 95% 100%
Proses diselesaikan Tepat Waktu
Peradilan b. Persentase Perkara yang 99% 99,82% 100,83%
yang Pasti, tidak Mengajukan Upaya
Transparan Hukum Banding
dan c. Persentase Perkara yang 99% 99,97% 100,98%
Akuntabel tidak Mengajukan Upaya

Hukum Kasasi

d. Persentase Perkara anak
yang diselesaikan dengan
diversi

e. Index Persepsi Pencari 91% 90,93% 99,92%
Keadilan yang Puas
terhadap Layanan
Peradilan
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Untuk mencapai sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti,

Transparan dan Akuntabel digunakan 5 (lima) indikator kinerja yaitu :

® a0 T

. Persentase sisa perkara yang diselesaikan tepat waktu;

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding;
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi;
Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi;

Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan.

Dari 5 (lima) indikator kinerja tersebut dapat dijabarkan secara lebih detail

tingkat realisasi dan capaiannya sebagai berikut:

a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
1. | Terwujudnya a. Persentase Perkara 95% 95% 100%
Proses Peradilan yang diselesaikan
yang Pasti, Tepat Waktu
Transparan dan
Akuntabel

Ukuran capaian kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat
waktu adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan dengan
perkara yang harus diselesaikan. Perkara yang harus diselesaikan adalah
perkara yang masuk pada tahun berjalan ditambah dengan sisa perkara tahun

sebelumnya.

Pada tahun 2022 Pengadilan Agama Banjarnegara memutus 3.385
perkara dari 3.563 perkara yang dikelola (145 perkara sisa perkara tahun 2021
ditambah 3.418 perkara yang diterima tahun 2022) atau sebesar 95,00%.
Dengan demikian maka indikator persentase sisa perkara yang diselesaikan
tepat waktu sesuai dengan target yang direncanakan.

b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN

Terwujudnya b. Persentase Perkara 99,82% 100,83%
Proses Peradilan yang tidak

yang Pasti, Mengajukan Upaya

Transparan dan Hukum Banding

Akuntabel

Ukuran capaian indikator kinerja ini adalah perbandingan antara jumlah
perkara putus yang tidak mengajukan Banding dengan jumlah perkara putus.

Pada tahun 2022 tercatat 6 perkara yang mengajukan Banding dari total 3.385
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perkara yang putus. Berdasarkan ketentuan tersebut, persentase perkara yang
tidak mengajukan upaya hukum Banding adalah ( 3.385 - 6 ) / 3.385 x 100% =
99,82. Dengan demikian maka indikator persentase perkara yg tidak
mengajukan upaya hukum banding melebihi target yang direncanakan.

c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN

Terwujudnya c. Persentase Perkara 101,01%
Proses Peradilan yang tidak

yang Pasti, Mengajukan Upaya

Transparan dan

Akuntabel Hukum Kasasi

Ukuran capaian indikator kinerja ini adalah perbandingan antara jumlah

perkara voluntair yang putus dan tidak mengajukan Kasasi dengan jumlah
perkara voluntair putus. Pada tahun 2022 tidak ada perkara voluntair yang
mengajukan Kasasi dari total 755 perkara voluntair yang putus. Berdasarkan
ketentuan tersebut, persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
Kasasi adalah 755 / 755 x 100% = 100%. Dengan demikian maka indikator
persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi melebihi target

yang direncanakan.

d. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi

[\ [0) SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
1. | Terwujudnya d. Persentase perkara

Proses Peradilan anak yang

yang Pasti, diselesaikan dengan

Transparan dan diversi

Akuntabel

Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Banjarnegara tidak berkaitan
dengan perkara pidana sehingga untuk indikator persentase perkara anak yang
diselesaikan dengan diversi tidak ada yang bisa dilaporkan. Indikator ini tetap
dimasukkan sebagai indikator kinerja Pengadilan Agama Banjarnegara karena
mengikuti ketentuan dari Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
173/SEK/SK/1/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada
Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan
Mahkamah Agung Republik Indonesia.
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e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
1. | Terwujudnya e. Index responden 91% 90,93% 99,92%
Proses Peradilan pencari keadilan
yang Pasti, yang puas terhadap
Transparan dan layanan peradilan
Akuntabel

Berdasarkan survey kepuasan masyarakat yang dilaksanakan tahun 2022,
didapatkan hasil rata-rata tertimbang Indeks Kepuasan Masyarakat pada
Pengadilan Agama Banjarnegara sebesar 90,93%. Dengan demikian maka
indikator index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan

peradilan tidak mencapai target yang direncanakan.

2. SASARAN PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

Pencapaian sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

pada tahun 2022 sebagai berikut :

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET  REALISASI ‘ CAPAIAN

2. | Peningkatan | a. Persentase Salinan 100% 100% 100%
Efektifitas Putusan yang
Pengelolaan disampaikan ke para
Penyelesaian Pihak Tepat Waktu
Perkara. b. Persentase Perkara yang 2% 8.33% 416.50%
diselesaikan Melalui
Mediasi

Untuk mencapai sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian
Perkara digunakan 2 (dua) indikator kinerja yaitu :
a. Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke para Pihak Tepat Waktu
b. Persentase Perkara yang diselesaikan Melalui Mediasi

Dari 2 (dua) indikator kinerja tersebut dapat dijabarkan secara lebih detail

tingkat realisasi dan capaiannya sebagai berikut:

a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para Pihak Tepat Waktu

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
2. | Peningkatan a. Persentase Salinan 100% 100% 100%
Efektifitas Putusan yang
Pengelolaan disampaikan ke para
Penyelesaian Pihak Tepat Waktu
Perkara.
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Pada tahun 2022 Pengadilan Agama Banjarnegara memutus sebanyak
3.385 perkara, baik itu yang dihadiri oleh Penggugat/Pemohon dan
Tergugat/Termohon atau Penggugat/Pemohon saja. Dari 3.385 perkara yang
putus tersebut, 3.385 perkara telah disampaikan kepada para pihak pencari
keadilan atau telah terealisasi sebesar 100%. Dengan demikian maka indikator
persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu sesuai dengan

target yang direncanakan.

. Persentase Perkara yang diselesaikan Melalui Mediasi

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
2. | Peningkatan b. Persentase Perkara 2% 8,33% 416,50%
Efektifitas yang diselesaikan
Pengelolaan Melalui Mediasi
Penyelesaian
Perkara.

Ukuran capaian indikator kinerja persentase mediasi yang diselesaikan
adalah perbandingan antara perkara yang mediasinya berhasil/disepakati
dengan perkara mediasi yang diterima. Pada tahun 2022 di Pengadilan Agama
Banjarnegara jumlah perkara yang menempuh mediasi sebanyak 216 perkara.
Dari sejumlah perkara yang menjalani proses mediasi, yang berhasil dimediasi
sebanyak 18 perkara atau sebesar 8,33%. Dengan demikian maka indikator
persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi melebihi target yang

direncanakan.

SASARAN MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN
TERPINGGIRKAN

Pencapaian sasaran meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin

dan terpinggirkan adalah sebagai berikut :

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
3. | Meningkatnya a. Persentase Perkara 100% 81,65% 81,65%
Akses Prodeo yang diselesaikan
Peradilan Bagi | b. Persentase Perkara Yang 100% 100% 100%
Masyarakat Diselesaikan di Luar
Miskin dan Gedung Pengadilan
Terpinggirkan | c. Persentase Pencari 100% 100% 100%

Keadilan Golongan
Tertentu yang Mendapat
Layanan Bantuan Hukum
(Posbakum)
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Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat
Miskin dan Terpinggirkan digunakan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu :
a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan
b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan
c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan

Bantuan Hukum (Posbakum)

Dari 3 (tiga) indikator kinerja tersebut dapat dijabarkan secara lebih detail

tingkat realisasi dan capaiannya sebagai berikut:

a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
3. | Meningkatnya a. Persentase Perkara 100% 81,65% 81,65%
Akses Peradilan Prodeo yang
Bagi Masyarakat diselesaikan
Miskin dan

Terpinggirkan.

Ukuran capaian indikator kinerja perkara prodeo yang diselesaikan adalah
perbandingan perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo
yang masuk. Pada tahun 2022 perkara prodeo yang masuk sebanyak 109 perkara
dan telah dapat diselesaikan atau diputus 89 perkara. Tingkat realisasi untuk
indikator kinerja ini adalah sebesar 81,65%. Dengan demikian maka indikator
persentase perkara prodeo yang diselesaikan tidak mencapai target yang

direncanakan.

b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
3. | Meningkatnya b. Persentase Perkara 100% 100% 100%
Akses Peradilan Yang Diselesaikan di
Bagi Masyarakat Luar Gedung
Miskin dan Pengadilan

Terpinggirkan.

Ukuran capaian indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan di
luar gedung pengadilan adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan
di luar gedung pengadilan dengan persentase perkara yang seharusnya
diselesaikan di luar gedung pengadilan. Pada tahun 2022 terdapat 142 perkara
yang disidangkan di luar gedung dan putus sebanyak 142 perkara atau 100%.
Dengan demikian maka indikator persentase perkara yang diselesaikan di luar

gedung pengadilan sesuai target yang direncanakan.




LKjIP LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022

c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan

Bantuan Hukum (Posbakum)

SASARAN INDIKATOR KINERJA  TARGET  REALISASI | CAPAIAN
3. | Meningkatnya c. Persentase Pencari 100% 100% 100%
Akses Peradilan Keadilan Golongan
Bagi Masyarakat Tertentu yang
Miskin dan Mendapat Layanan
Terpinggirkan. Bantuan Hukum
(Posbakum)

Ukuran capaian indikator kinerja persentase pencari keadilan golongan
tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) adalah
perbandingan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat
layanan bantuan hukum (posbakum) dengan jumlah pencari keadilan golongan

tertentu yang seharusnya mendapat layanan bantuan hukum (posbakum).

Pada tahun 2022, Pengadilan Agama Banjarnegara mendapatkan alokasi
anggaran Pos Bantuan Hukum sebesar Rp. 60.180.000 untuk 1003 jam layanan
dan ditarget untuk melayani 1.100 orang. Sampai dengan berakhirnya kontrak
Pos Bantuan Hukum terdapat jumlah orang yang memohon layanan bantuan
hukum sebanyak 1.279 dan jumlah orang yang dilayani sebanyak 1.279 orang
atau 100% dari target yang ada. Dengan demikian maka Persentase Pencari
Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum
(Posbakum) sesuai target yang direncanakan.

4., Sasaran Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

Pencapaian sasaran meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

pada tahun 2022 sebagai berikut :

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
4. | Sasaran a. Persentase Putusan 100% 0% 0%
Meningkatnya Perkara Perdata yang
Kepatuhan ditindaklanjuti
terhadap (dieksekusi)
Putusan
Pengadilan

Sasaran Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan menggunakan
1 indikator kinerja yaitu persentase putusan perkara yang dieksekusi. Ukuran
capaiannya adalah perbandingan jumlah perkara yang di-eksekusi dengan jumlah

perkara BHT (Berkekuatan Hukum Tetap).
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a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

SASARAN INDIKATOR KINERJA  TARGET REALISASI | CAPAIAN
4. | Meningkatnya Persentase Putusan 100% 100% 100%
Kepatuhan Perkara Perdata yang
terhadap ditindaklanjuti
Putusan (dieksekusi)
Pengadilan

Tahun 2022 pada Pengadilan Agama Banjarnegara terdapat permohonan
Eksekusi sebanyak 1 permohonan dan telah selesai sebanyak 1 permohonan atau
100%. Dengan demikian maka indikator Persentase Putusan Perkara Perdata

yang ditindaklanjuti (dieksekusi) sesuai target yang direncanakan.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA ANTAR TAHUN

Paramater untuk mengetahui tingkat realisasi kinerja sebagai bahan evaluasi
dan penentuan kebijakan serta penentuan target tahun berikutnya adalah dengan
membandingkan data realisasi kinerja selama beberapa tahun terakhir. Berikut

adalah analisa realisasi kinerja selama 5 (lima) tahun terakhir.

1. Indikator Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu

SASARAN INDIKATOR
NO STRATEGIS KINERJA 2018 2019 2020 2021 2022
1. Terwujudnya Persentase 84,12% | 87,32% | 96,64% | 95,98% | 95,00%
Proses Peradilan Perkara yang
yang Pasti, Diselesaikan
Transparan dan Tepat Waktu
Akuntabel

Pada tahun 2022, perkara pada Pengadilan Agama Banjarnegara yang
diselesaikan tepat waktu sebanyak 3.385 perkara dari 3.563 perkara atau sebesar
95,00%. Pada tahun 2021, perkara pada Pengadilan Agama Banjarnegara yang
diselesaikan tepat waktu sebanyak 3.482 perkara dari 3.628 perkara atau sebesar
95,98%. Pada tahun 2020, perkara pada Pengadilan Agama Banjarnegara yang
diselesaikan tepat waktu sebanyak 3.685 perkara dari 3.813 perkara atau sebesar
96,64%. Pada tahun 2019, perkara pada Pengadilan Agama Banjarnegara yang
diselesaikan tepat waktu sebanyak 3.140 perkara dari 3.596 perkara atau sebesar
87,32%. Pada tahun 2018, perkara pada Pengadilan Agama Banjarnegara yang
diselesaikan tepat waktu sebanyak 2.845 perkara dari 3.382 perkara atau sebesar
84,12%.
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Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu
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Selama 5 (lima) tahun terakhir realisasi indikator persentase perkara yang
diselesaikan tepat waktu senantiasa meningkat hingga dari tahun ke tahun hingga
tahun 2020. Akantetapi mulai tahun 2021 hingga 2022, persentase penyelesaian
perkara tepat waktu mengalami penurunan. Adapun penyebab utama terjadinya
penurunan persentase penyelesaian perkara tepat waktu adalah turunnya jumlah
personel hakim pada tahun 2021 dan 2022, dimana pada tahun 2020 terdapat 12
orang hakim sementara pada tahun 2021 hanya terdapat 7 hakim saja. Hal serupa
terjadi pada tahun 2022 dimana jumlah hakim hanya terdapat 8 hakim saja,
itupun 3 hakim bergabung dengan Pengadilan Agama Banjarnegara di bulan
Desember 2022. Hal tersebut membuat komposisi majelis hakim berkurang dan
volume persidangan juga berkurang yang pada akhirnya membuat kecepatan

penyelesaian perkara juga menurun.

2. Indikator Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

SASARAN INDIKATOR
NO STRATEGIS KINERJA 2018 2019 2020 2021 2022
1 Terwujudnya Persentase 99,72% | 99,84% | 99,78% | 99,94% | 99,82%
Proses Peradilan | perkara yg tdk
yang Pasti, | mengajukan
Transparan  dan | upaya hukum
Akuntabel banding

Pada tahun 2022 jumlah perkara yang putus sebanyak 3.385 perkara, dari

jumlah tersebut terdapat 6 perkara yang mengajukan Banding, sehingga
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capaiannya yaitu 99,82%. Pada tahun 2021 jumlah perkara yang putus sebanyak
3.482 perkara, dari jumlah tersebut terdapat 2 perkara yang mengajukan Banding,
sehingga capaiannya yaitu 99,94%. Pada tahun 2020 jumlah perkara yang putus
sebanyak 3.685 perkara, dari jumlah tersebut terdapat 8 perkara yang
mengajukan Banding, sehingga capaiannya yaitu 99,78%. Pada tahun 2019 jumlah
perkara yang putus sebanyak 3.140 perkara, dari jumlah tersebut terdapat 5
perkara yang mengajukan Banding, sehingga capaiannya yaitu 99,84%. Pada tahun
2018 jumlah perkara yang putus sebanyak 2845 perkara, dari jumlah tersebut

terdapat 8 perkara yang mengajukan Banding, sehingga capaiannya yaitu 99,72%.

Selama 5 (lima) tahun terakhir realisasi indikator persentase perkara yang
tidak mengajukan upaya hukum banding cukup fluktuatif namun secara umum
tidak pernah di bawah 99,50%. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa
aksepbilitas putusan Pengadilan Agama Banjarnegara cukup tinggi. Tahun 2021
merupakan tahun dimana secara kuantitas putusan Pengadilan Agama
Banjarnegara paling sedikit mendapat upaya hukum banding, yaitu hanya sejumlah

2 perkara saja.
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3. Indikator Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

NO SASARAN INDIKATOR 2018 2019 2020 2021 2022
STRATEGIS KINERJA
1 Terwujudnya Persentase 100% 100% 100% 100% 100%
Proses Peradilan | perkara yg tdk
yang Pasti, | mengajukan
Transparan  dan | upaya hukum
Akuntabel kasasi

Pada tahun 2022 jumlah perkara voluntair yang putus sebanyak 755
perkara, tahun 2021 sebanyak 894 perkara, tahun 2020 sebanyak 794 perkara,
tahun 2019 sebanyak 482 perkara dan pada tahun 2018 jumlah perkara yang putus
sebanyak 260 perkara. Selama 5 (lima) tahun terakhir ini tidak terdapat pengajuan

permohonan kasasi, sehingga capaiannya 100%.

Selama 5 (lima) tahun terakhir realisasi indikator persentase perkara
voluntair yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi stabil pada angka 100%. Oleh
karena itu, dapat dikatakan bahwa aksepbilitas putusan perkara voluntair pada

Pengadilan Agama Banjarnegara cukup tinggi.
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4. Persentase Perkara Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi

NO SASARAN

STRATEGIS

1 | Terwujudnya
Proses Peradilan
yang Pasti,
Transparan dan
Akuntabel

INDIKATOR
KINERJA
Persentase
perkara anak
yang
diselesaikan
dengan diversi

2018

2019

2020

2021

2022

Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Banjarnegara tidak berkaitan

dengan perkara pidana sehingga untuk indikator persentase perkara anak yang

diselesaikan dengan diversi tidak ada yang bisa dilaporkan. Pada tahun 2018

hingga tahun 2022, Pengadilan Agama Banjarnegara tidak terdapat perkara anak

yang diselesaikan dengan diversi.

Persentase Perkara Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi
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5. Indikator Index Responden Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

2019

2020

2021

2022

NO SASARAN INDIKATOR
STRATEGIS KINERJA 2018 2019 2020 2021 2022
1 Terwujudnya Index 78,23% 81% 92.25% | 88,55% | 90,93%
Proses Peradilan responden
yang Pasti, pencari
Transparan dan keadilan yang
Akuntabel puas terhadap
layanan
peradilan
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Pada tahun 2022 hasil indeks kepuasan masyarakat sebesar 90,93%, tahun
2021 sebesar 88,55%, tahun 2020 sebesar 92.25%, tahun 2019 sebesar 81% dan
tahun 2018 sebesar 78,23%.

Indikator Index Responden Yang Puas
Terhadap Layanan Peradilan
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Selama 5 (lima) tahun terakhir realisasi indikator index responden yang
puas terhadap layanan peradilan cenderung fluktuatif. Dari tahun 2018 sampai
dengan tahun 2020 persentase selalu meningkat namun mengalami penurunan

pada tahun 2021, yang kemudian kembali meningkat pada tahun 2022.

6. Indikator Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke para Pihak Tepat Waktu

SASARAN INDIKATOR

[\ [0) STRATEGIS KINERJA 2018 2019 2020 2021 2022

Peningkatan Persentase
Efektifitas Salinan
Pengelolaan Putusan yang
Penyelesaian disampaikan
Perkara. ke para Pihak
Tepat Waktu

Pada tahun 2022, perkara yang putus pada Pengadilan Agama Banjarnegara
sebanyak 3.385 perkara dan telah disampaikan isi putusannya sebanyak 3.385
perkara atau sebesar 100%. Pada tahun 2021, perkara yang putus pada
Pengadilan Agama Banjarnegara sebanyak 3.482 perkara dan telah disampaikan
isi putusannya sebanyak 3.482 perkara atau sebesar 100%. Pada tahun 2020,
perkara yang putus pada Pengadilan Agama Banjarnegara sebanyak 3.685 perkara

dan telah disampaikan isi putusannya sebanyak 3.685 perkara atau sebesar 100%.
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Pada tahun 2019, perkara yang putus pada Pengadilan Agama Banjarnegara
sebanyak 3.140 perkara dan telah disampaikan isi putusannya sebanyak 3.140
perkara atau sebesar 100%. Pada tahun 2018, perkara yang putus pada
Pengadilan Agama Banjarnegara sebanyak 2.845 perkara dan telah disampaikan
isi putusannya sebanyak 2.845 perkara atau sebesar 100%.

Selama 5 (lima) tahun terakhir realisasi indikator persentase isi putusan

yang diterima oleh para pihak tepat waktu stabil di persentase 100%.

7. Indikator Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

SASARAN INDIKATOR

NO STRATEGIS KINERJA 2018 2019 2020 2021 2022
2 Peningkatan Persentase 0% 1,38% 1,56% 1,33% | 8,33%
Efektifitas Perkara yang
Pengelolaan diselesaikan
Penyelesaian Melalui
Perkara. Mediasi

Pada tahun 2022, jumlah perkara yang dimediasi sebanyak 216 perkara dan
yang berhasil dimediasi sebanyak 18 perkara, sehingga capaiannya 8,33%. Pada
tahun 2021, jumlah perkara yang dimediasi sebanyak 226 perkara dan yang
berhasil dimediasi sebanyak 3 perkara, sehingga capaiannya 1,33%. Pada tahun
2020, jumlah perkara yang dimediasi sebanyak 256 perkara dan yang berhasil
dimediasi sebanyak 4 perkara, sehingga capaiannya 1,56%. Pada tahun 2019,
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jumlah perkara yang dimediasi sebanyak 290 perkara dan yang berhasil dimediasi
sebanyak 4 perkara, sehingga capaiannya 1,38%. Pada tahun 2018, jumlah
perkara yang dimediasi sebanyak 105 perkara dan yang berhasil dimediasi
sebanyak 0 perkara, sehingga capaiannya 0%.
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Selama 5 (lima) tahun terakhir realisasi persentase perkara yang
diselesaikan melalui mediasi cukup fluktuatif dengan persentase tertinggi pada
tahun 2022 sebesar 8,33%. Tahun 2022 ini merupakan tahun dengan persentase
keberhasilan mediasi tertinggi. Tingginya angka mediasi tersebut menunjukkan
upaya serius Pengadilan Agama Banjarnegara untuk menyelesaikan perkara yang
mengedepankan kesepakatan yang menguntungkan bagi para pihak berperkara.

8. Indikator Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

Indik
sasaran ndikator ag18 2019 2020 | 2021 2022

Strategis Kinerja
3 | Meningkatnya Persentase 70.77% | 94.44% | 100% | 98.31% | 84,40%
Akses Peradilan | Perkara
Bagi Masyarakat | Prodeo yang
Miskin dan diselesaikan
Terpinggirkan.

Pada tahun 2022 perkara prodeo yang diterima sebanyak 109 perkara dan
putus sebanyak 92 perkara atau 84,40%. Pada tahun 2021 perkara prodeo yang
diterima sebanyak 59 perkara dan putus sebanyak 58 perkara atau 98,31%. Pada

tahun 2020 perkara prodeo yang diterima sebanyak 50 perkara dan putus
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sebanyak 50 perkara atau 100%. Pada tahun 2019 perkara prodeo yang diterima
sebanyak 54 perkara dan putus sebanyak 51 perkara atau 94,44%. Pada tahun
2018 perkara prodeo yang diterima sebanyak 65 perkara dan putus sebanyak 46
perkara atau 70,77%.

Selama 5 (lima) tahun terakhir realisasi indikator persentase perkara
prodeo yang diselesaikan fluktuatif karena penyelesaian perkara merupakan
kewenangan majelis hakim. Selain itu jenis perkara juga sangat mempengaruhi
kecepatan penyelesaian perkara. Tahun 2022 secara kuantitas jumlah perkara
prodeo yang ditangani sejumlah 109 perkara, yang mana merupakan jumlah
perkara terbanyak selama ini karena anggaran rutin perkara prodeo biasanya
hanya untuk 50 perkara saja. Untuk tahun 2022 anggaran yang disediakan untuk
100 perkara, namun perkara prodeo yang diterima melebihi target yang ada yaitu
109 perkara. Artinya dari persentase penyelesaian perkara prodeo yang ditangani
memang menurun, tapi dari sisi jumlah perkara yang ditangani mengalami

peningkatan yang cukup signifikan.
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9. Indikator Persentase Perkara Yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan

ASARA INDIKATOR
[\ [0) SAS N N o 2018 2019 2020 2021 2022

STRATEGIS KINERJA
3 | Meningkatnya Persentase 98,57% | 99,56% | 100% 100% 100%
Akses Peradilan | Perkara Yang
Bagi Masyarakat | Diselesaikan di
Miskin dan Luar Gedung
Terpinggirkan. Pengadilan

Pada tahun 2022 perkara yang disidangkan di luar gedung sebanyak 142
perkara dan sampai berakhirnya masa sidang keliling telah putus sebanyak 142
perkara atau 100%. Pada tahun 2021 perkara yang disidangkan di luar gedung
sebanyak 62 perkara dan sampai berakhirnya masa sidang keliling telah putus
sebanyak 62 perkara atau 100%. Pada tahun 2020 perkara yang disidangkan di
luar gedung sebanyak 55 perkara dan sampai berakhirnya masa sidang keliling
telah putus sebanyak 55 perkara atau 100%. Pada tahun 2019 perkara yang
disidangkan di luar gedung sebanyak 225 perkara dan sampai berakhirnya masa
sidang keliling telah putus sebanyak 224 perkara atau 99.56%. Pada tahun 2018
perkara yang disidangkan di luar gedung sebanyak 210 perkara dan sampai
berakhirnya masa sidang keliling telah putus sebanyak 207 perkara atau 98.57%.

Selama 5 (lima) tahun terakhir realisasi indikator persentase perkara yang
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diselesaikan di luar gedung pengadilan senantiasa meningkat dan kemudian pada
tahun 2020 hingga 2022 selalu stabil pada angka 100%.

10. Indikator Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan

Bantuan Hukum (Posbakum)

SASARAN INDIKATOR
NO STRATEGIS KINERJA 2018 2019 2020 2021 2022
3 | Meningkatnya Persentase 0% 0% 100% 100% 100%
Akses Peradilan | Pencari
Bagi Masyarakat | Keadilan
Miskin dan Golongan
Terpinggirkan. Tertentu yang
Mendapat
Layanan
Bantuan
Hukum
(Posbakum)

Sejak diadakan Pos Bantuan Hukum pada tahun 2020 seluruh pencari
keadilan yang memohonkan jasa bantuan hukum telah dilayani semua oleh

petugas bantuan hukum yang ditunjuk.

FRlLENTgSE VaEncar ka3 IETRE CImpEn lErTantu ¥ ing

Mendapat Lavanan Bantuan Hukum
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11. Indikator Persentase Permohonan Eksekusi Atas Putusan Perkara Yang

Berkekuatan Hukum Tetap Yang Ditindaklanjuti

SASARAN INDIKATOR

[\ [0) STRATEGIS KINERJA 2018 2019 2020 2021 2022

4. | Meningkatnya Persentase 0% 100% 0% 100% 100%
Kepatuhan permohonan
terhadap eksekusi atas
putusan putusan
pengadilan. perkara yang
berkekuatan
hukum tetap
yang

ditindaklanjuti

Pada tahun 2022 terdapat 1 permohonan eksekusi yang kemudian dapat
diselesaikan pada tahun yang sama, tahun 2021 terdapat 2 permohonan eksekusi
dan seluruhnya telah ditindaklanjuti sampai selesai atau sebesar 100%. Pada
tahun 2020 tidak terdapat permohonan eksekusi, tahun 2019 terdapat 1
permohonan eksekusi dan telah ditindaklanjuti sampai selesai atau sebesar 100%,

tahun 2018 tidak terdapat permohonan eksekusi.

Persentase Permohonan Eksekusi Atas Putusan Perkara

yang Berkekuatan Hukum Tetap yang Ditindaklanjuti
120%

100% ®
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60%

40%

20%

0%
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D. ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN DAN PENINGKATAN/ PENURUNAN
KINERJA

Untuk mengetahui apa penyebab suatu capaian berhasil atau gagal maupun

meningkat dan menurun, dilaksanakan analisa secara komprehensif penyebabnya

beserta alternatif solusi untuk mengatasi kegagalan terulang kembali.

NO

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Persentase Perkara yang
diselesaikan Tepat Waktu

STATUS

Berhasil

PENYEBAB
KEBERHASILAN/

KEGAGALAN

Menyelesaikan
perkara
berdasarkan
court calender
Melaksanakan
persidangan
sesuai SOP yang
ada

UPAYA MENGATASI
KEGAGALAN

Persentase Perkara yang tidak
Mengajukan Upaya Hukum
Banding

Berhasil

Pengiriman
Hakim dan PP
untuk mengikuti
diklat teknis.
Pelayanan yang
berorientasi
service
excellent yang
dilaksanakan
dimulai di PTSP

Persentase Perkara yang tidak
Mengajukan Upaya Hukum
Kasasi

Berhasil

Pengiriman
Hakim dan PP
untuk mengikuti
diklat teknis.
Pelayanan yang
berorientasi
service
excellent yang
dilaksanakan
dimulai di PTSP

Persentase Perkara Anak yang
Diselesaikan dengan Diversi

Index Responden Pencari
Keadilan yang Puas terhadap
Layanan Peradilan

Gagal

Persidangan
yang terdiri
dari dua pihak
membuat pihak
yang kalah
tentu merasa
tidak puas
Fasilitas publik
masih kurang

» Peningkatan kualitas
SDM khususnya di
pelayanan agar
dapat memenuhi
harapan masyarakat

» Membuat terobosan
dan inovasi
pelayanan

» Penataan ulang
(rolling) petugas

Persentase Salinan Putusan
yang disampaikan oleh para
Pihak Tepat Waktu

Berhasil

Inovasi aplikasi
Pengadilan
Agama
Banjarnegara
Mobile
membuat
masyarakat
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dapat
mengetahui
perkara dari
jadwal sampai
putusan dengan
mudah

Persentase Perkara yang
diselesaikan Melalui Mediasi

Berhasil

Hakim Mediator
yang
melaksanakan
mediasi
memiliki
kualitas
kompetensi
yang baik.
Para pihak
mampu
kooperatif
dalam
melaksanakan
mediasi

Persentase Perkara Prodeo
yang diselesaikan

Gagal

Terdapat sisa
perkara prodeo
yang
merupakan
perkara ghoib
(tergugat tidak
diketahui
alamatnya)
sehingga baru
dilaksanakan
sidang di tahun
2023.

Terdapat
perkara isbat
nikah yang baru
didaftarkan
pada bulan
Desember 2022.

= Memprioritaskan

perkara prodeo
untuk pihak yang

alamatnya jelas agar

penyelesaian

perkara dapat lebih

cepat
Menetapkan batas
waktu maksimal
untuk pendaftaran
perkara prodeo

Persentase Perkara Yang
Diselesaikan di Luar Gedung
Pengadilan

Berhasil

Menyelesaikan
perkara sesuai
court calender
Koordinasi yang
baik dengan
Sekretariat
selaku
pelaksana
anggaran sidang
di luar gedung

10.

Persentase Pencari Keadilan
Golongan Tertentu yang
Mendapat Layanan Bantuan
Hukum (Posbakum)

Berhasil

Menyusun
jadwal
pengadaan
Posbakum di
awal tahun
Petugas
pelayanan yang
memberikan
layanan sesuai
SOP
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11.

Persentase Putusan Perkara
Perdata Yang Ditindaklanjuti
(Eksekusi)

Berhasil | = Menyelesaikan
permohonan
eksekusi sesuai
SOP yang ada

= Meningkatkan
kerjasama
dengan
stakeholder
terkait (BPN,
KPKNL dan
lainnya) untuk
mempercepat
pelaksanaan
eksekusi

E. ANALISA KEGIATAN YANG DAPAT MENUNJANG KEBERHASILAN/ KEGAGALAN
PELAKSANAAN PERJANJIAN KINERJA

[\ [0)
1.

INDIKATOR KINERJA
UTAMA
Persentase Perkara yang
diselesaikan Tepat Waktu

KEGIATAN

- Melaksanakan persidangan sesuai dengan SOP yang
telah ditetapkan

- Mengoptimalkan petugas PTSP dalam menerima
pendaftaran perkara untuk melengkapi alat bukti awal
sebelum pendaftaran bagi PNS/TNI/Polri agar sidang
tidak berlarut-larut

- Berkoordinasi dengan Pengadilan Agama lain khususnya
Pengadilan Agama yang berada dalam satu wilayah
koordinator untuk menentukan jangka waktu sidang
delegasi yang proporsional waktunya

Persentase Perkara yang
tidak Mengajukan Upaya
Hukum Banding

- Melaksanakan diskusi hukum, bedah berkas dan
eksaminasi putusan untuk meningkatkan kualitas
kompetensi Hakim

- Melaksanakan DDTK (Diklat di Tempat Kerja) bagi
Panitera Pengganti dan aparatur terkait

Persentase Perkara yang
tidak Mengajukan Upaya
Hukum Kasasi

- Melaksanakan diskusi hukum, bedah berkas dan
eksaminasi putusan untuk meningkatkan kualitas
kompetensi Hakim

- Melaksanakan DDTK (Diklat di Tempat Kerja) bagi
Panitera Pengganti dan aparatur terkait

Persentase Perkara Anak
yang Diselesaikan dengan
Diversi

Index Responden Pencari
Keadilan yang Puas
terhadap Layanan
Peradilan

- Melaksanakan pelatihan pelayanan prima bagi petugas
pelayanan di PTSP

- Membuat inovasi pelayanan yang memudahkan
masyarakat dalam mengakses pengadilan

- Meningkatkan kualitas sarana dan prasaran pengadilan

Persentase Salinan Putusan
yang disampaikan ke para
Pihak Tepat Waktu

- Mengoptimalkan SIPP di website pengadilan agar
informasi update perkara dapat dipantau dari manapun

- Menciptakan inovasi yang memudahkan masyarakat
mengakses perkaranya

- Melaksanakan kerjasama dengan Kantor Pos untuk
pengiriman salinan putusan
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Persentase Perkara yang
diselesaikan Melalui
Mediasi

- Mengupayakan adanya mediator non hakim

Persentase Perkara Prodeo
yang diselesaikan

- Melaksanakan koordinasi yang baik dengan Sub Bagian
Umum dan Keuangan agar penyedian Uang Persediaan
untuk pembiayaan perkara prodeo dapat dilaksanakan
di awal tahun

- Memaksimalkan pendaftaran prodeo di awal tahun,
agar sebelum tahun berakhir anggaran dapat terserap
dan perkara dapat diputus sebelum tahun berganti

Persentase Perkara Yang
Diselesaikan di Luar
Gedung Pengadilan

- Melaksanakan perjanjian kerjasama dengan kelurahan
dan pemerintah daerah

- Membuat court calender yang presisi agar ketika
anggaran sidang keliling sudah habis, perkara juga
telah selesai

10.

Persentase Pencari
Keadilan Golongan
Tertentu yang Mendapat
Layanan Bantuan Hukum
(Posbakum)

- Membuat kampanye publik adanya Pos Bantuan Hukum
- Menempatkan Pos Bantuan Hukum di loket PTSP
Pengadilan

11.

Persentase Putusan
Perkara Perdata Yang
Ditindaklanjuti (Eksekusi)

- Meningkatkan koordinasi dengan KPKNL setempat dan
instansi penunjang lain seperti BPN, Pemerintah
Daerah, Kepolisian

- Melaksanaan konsultasi dengan Pengadilan Tinggi
Agama Semarang

- Menetapkan taget waktu pelaksanaan eksekusi

F. AKUNTABILITAS KEUANGAN

rencana kinerja ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target

Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2022 yang terdiri dari :

a. DIPA Badan Urusan Administrasi (DIPA 01) yang meliputi Belanja Pegawai, Belanja

Barang dan Belanja Modal.

b. DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (DIPA 04) yang hanya terdiri dari

satu tipe belanja yaitu Belanja Barang yang digunakan untuk pembebasan biaya

perkara, sidang keliling dan pengadaan Pos Bantuan Hukum.

Pagu pada tahun 2022 anggaran yang dikelola Pengadilan Agama Banjarnegara
untuk DIPA 01 adalah sebesar Rp 5.935.140.000,- (lima milyar sembilan ratus tiga
puluh lima juta seratus empat puluh ribu rupiah) dan DIPA 04 sebesar Rp
181.600.000,- (seratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).
Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Agama Banjarnegara tahun 2022, pagu dan
realisasi anggaran untuk Pengadilan Agama Banjarnegara dapat dilaporkan sebagai
berikut:
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1. PAGU DAN REALISASI DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi

adalah sebagai berikut :

NO. KEGIATAN PAGU REALISASI CAPAIAN
1. Belanja Pegawai Rp.4.638.168.000 Rp.4.636.089.096 99,96%
2. Belanja Barang Rp.1.209.972.000 Rp.1.207.943.463 | 99.83%
3. Belanja Modal Rp.87.000.000 Rp.86.925.000 99,91%

Jumlah Rp.5.935.140.000 Rp.5.930.957.559 99,93%

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai yang digunakan untuk pembayaran Gaji, Tunjangan-

tunjangan dan Uang Makan.
1) Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Pagu belanja pegawai awal dalam DIPA Tahun Anggaran 2022 di
Pengadilan Agama Banjarnegara adalah sebesar Rp.4.002.168.000,-
(empat milyar dua juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah). Dalam
perjalanannya pagu Pengadilan Agama Banjarnegara bertambah untuk
mengatasi pagu minus Pengadilan Agama Banjarnegara. Pagu akhir
Belanja Pegawai pada akhirnya yaitu sebesar Rp.4.638.168.000,- (empat
milyar enam ratus tiga puluh delapan juta seratus enam puluh delapan
ribu rupiah) atau bertambah Rp.636.000.000 (enam ratus tiga puluh

enam juta) dari pagu awal.
2) Pelaksanaan Anggaran.

Dari pagu belanja pegawai tahun angggaran 2022, anggaran yang
terealisasi sebesar Rp.4.636.089.096,- (empat milyar enam ratus triga
puluh enam juta delapan puluh sembilan ribu sembilah puluh enam

rupiah) atau terserap sebesar 99,96%.
3) Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah
terealisasi, tercatat sisa pagu belanja pegawai sebesar Rp 2.078.904,-
(dua juta tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus empat rupiah ) atau
0,04% dari pagu.
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b. Belanja Barang

Belanja barang adalah pengeluaran untuk penyelenggaraan
operasional dan non operasional serta pemeliharaan perkantoran dalam
kurun waktu satu tahun anggaran yang dilaksanakan berdasarkan standar
biaya yang telah ditetapkan dalam standar biaya sesuai dengan ketentuan

yang berlaku.
1) Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL).

Pagu belanja barang awal dalam DIPA (01) Badan Urusan Administrasi
Tahun Anggaran 2022 pada Pengadilan Agama Banjarnegara adalah
sebesar Rp.1.235.472.000 (satu milyar dua ratus tiga puluh lima juta
empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah). Dalam perjalanannya, pagu
belanja barang Pengadilan Agama Banjarnegara mengalami pengurangan
dimana terdapat anggaran bantuan sewa rumah dinas hakim yang tidak
dapat terserap sehingga kemudian direvisi untuk dimanfaatkan pengadilan
lain yang mengalami kekurangan pagu sewa rumah dinas hakim. Pagu
akhir belanja barang Pengadilan Agama Banjarnegara kemudian menjadi
Rp.1.209.972.000,- (satu milyar dua ratus sembilan juta sembilan ratus
tujuh puluh dua ribu rupiah). Dari keseluruhan pagu anggaran yang
diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional

satuan kerja.
2) Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2022 yang ada, dapat
direalisasikan sebesar Rp 1.207.943.463,- (satu milyar dua ratus tujuh
juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu empat ratus enam puluh tiga

rupiah), sehingga diperoleh persentase tingkat capaian sebesar 99,83%.
3) Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu angggaran yang diterima dan anggaran yang telah
terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah
Rp.2.028.537,- (dua juta dua puluh delpan ribu lima ratus tiga puluh

tujuh rupiah). Jadi persentase sisa capaian anggaran sebesar 0,17%.
c. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran pendukung untuk pengadaan

sarana dan prasarana peralatan maupun fasilitas perkantoran dalam kurun




LKjIP LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022

waktu satu tahun anggaran yang dilaksanakan berdasarkan pagu yang telah

ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1) Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL).

Pagu belanja modal dalam DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun
Anggaran 2022 adalah Rp 87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah).
Tidak terdapat penambahan maupun pengurangan dari pagu belanja
modal tersebut. Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut
digunakan untuk pengadaan alat pengolah data berupa personal computer
dan printer serta untuk pengadaan sarana serta prasarana disabilitas

pengadilan.
2) Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja modal Tahun Anggaran 2022 telah terealisasi sebesar Rp
86.925.000,- (delapan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh lima
ribu rupiah), sehingga persentase tingkat capaian sebesar 99,91 %.

3) Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang diterima dan anggaran yang telah
terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja modal adalah
Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) atau 0,09% dari pagu Belanja
Modal.

2. Pagu dan Realisasi DIPA (04) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (04) Badan Urusan Administrasi

adalah sebagai berikut :

NO KEGIATAN PAGU REALISASI CAPAIAN
1. | Pembebasan Biaya Perkara Rp.50.000.000 Rp.49.434.250 98,87%
2. | Sidang di Luar Gedung Rp.21.800.000 Rp.21.800.000 100%
3. | Pos Bantuan Hukum Rp.60.180.000 Rp.60.108.000 100%
4. ﬁgﬁgr":ta“ eSS Rp.49.620.000 Rp.49.581.000 99,92%
Jumlah Rp.181.600.000 Rp.180.995.250 99,67%
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a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Pagu DIPA 04 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama pada
Pengadilan Agama Banjarnegara sebesar Rp.181.600.000 (seratus delapan
puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) yang dialokasikan untuk
pembebasan biaya perkara (prodeo), sidang di luar gedung, penyelenggaraan

jasa Pos Bantuan Hukum dan percepatan penyelesaian perkara.
b. Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja DIPA 04 Badan Peradilan Agama, anggaran yang
terealisasi sebesar Rp.180.995.250 (seratus delapan puluh juta sembilan
ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah), sehingga

persentase tingkat capaian sebesar 99,67%.
c. Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran telah terealisasi, tercatat total sisa
anggaran sebesar Rp.604.750 (enam ratus empat ribu tujuh ratus lima puluh

rupiah), sehingga persentase sisa anggaran sebesar 0,33%.

G. ANALISA PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Berdasarkan perbandingan data realisasi dan capaian kinerja terdapat
beberapa indikator kinerja yang berhasil tercapai dan juga yang belum dapat
tercapai. Dalam hal pelaksanaan anggaran juga terdapat realisasi anggaran yang
tidak mencapai 100%. Keberhasilan dalam melaksanakan perjanjian kinerja

dikarenakan pengunaan dan efisiensi sumber daya berikut:

1. Walaupun SDM pada Pengadilan Agama Banjarnegara masih cukup kurang, namun
tidak mengurangi nilai profesionalitas para aparaturnya. Rangkap jabatan menjadi
konsekuensi logis yang dilaksanakan oleh aparatur Pengadilan Agama
Banjarnegara. Beberapa rangkap jabatan tersebut diantaranya Jurusita yang
merangkap sebagai Bendahara, Panitera Muda yang bergiliran menjadi petugas

informasi dan pengaduan dan beberapa rangkap tugas lainnya

2. Pengadilan Agama Banjarnegara memiliki berbagai macam inovasi yang dapat

mempermudah pelayanan pendaftaran dan persidangan.

3. Anggaran Pengadilan Agama Banjarnegara dan Biaya Proses persidangan cukup

membantu operasional perkantoran dan administrasi persidangan
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4. Sarana dan prasarana yang tersedia di mana Pengadilan Agama Banjarnegara
menempati gedung yang berada di jalan protokol dengan ukuran gedung yang

cukup representatif dan area parkir yang juga cukup luas.

5. Peralatan dan Mesin berupa alat pengolah data, laptop dan PC yang terintegrasi
dengan aplikasi yang ada untuk sarana kerja Hakim dan Pegawai dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya;

6. Standar Operasional Prosedur yang telah diterapkan dalam melaksanakan tugas
untuk mengetahui dan mengukur keberhasilan dalam memberikan layanan kepada

masyarakat pencari keadilan.
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Penutup

A. Kesimpulan

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini menggambarkan pencapaian kinerja
Pengadilan Agama Banjarnegara tahun 2022 vyang telah perjanjikan pada
Perjanjian Kinerja tahun 2022 mengacu pada Rencana Kinerja tahun 2022 yang
bersumber dari Renstra Pengadilan Agama Banjarnegara tahun 2020-2024.

2. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Banjarnegara
dilaksanakan dengan membandingkan antara target dengan realisasi sehingga
terukur pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan tersebut.

3. Selama tahun 2022 pelaksanaan kinerja sudah terlaksana dengan baik
sebagaimana mestinya meskipun masih ada beberapa indikator yang capaiannya

belum baik.

B. Saran-saran.

1. Perlu diupayakan peningkatan sarana dan prasarana serta penambahan sumber
daya manusia yang memadai baik di bagian Kepaniteraan maupun
Kesekretariatan, sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan
Agama Banjarnegara ke depan akan terus meningkat lebih baik.

2. Perlu adanya anggaran untuk menata ulang tata ruang Pengadilan Agama
Banjarnegara untuk mengurangi singgungan pegawai dan pencari keadilan serta
untuk memudahkan koordinasi antar pegawai.

3. Perlu adanya pembinaan dari Pengadilan Tinggi Agama maupun Mahkamah
Agung tentang pelaksanaan teknis yudisial dan tugas umum dan bimbingan
teknis yang bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang

professional dan ber integritas tinggi.
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REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA
BERDASARKAN SX KETUA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA NOMOR W11-AS/98/0T,01.1/1/2023 TANGGAL 2 JANUARI 2023

INDIKATOR KINERJA PFENANDOUNG LLMBEN

WINERJA UTAMA »

JAWAS UATA

1. | Terwujudoys s Persentnse !u“mmAmm,W-twmn' 100% Paniters Leparan
Proses Pecadfan Perbarn yarg Jusiah si3a perdara yung diselesarhun Dularan dan
yang Pasti, dbeleswian Lagoran
Tramparan dan Tepatl Waktu Catatan: Tatwoan
Abuntabel o SEMA Momor 2 Tahun 2014 tanggal 1) Maret 2014 tentang Fenyelessian

Perdkara &I Porgadiien Tinghat Pertama dan Tinghat Sanding pada 4
compat] Lirghangan Peradilan

o Perdara yany daoiesathan tepet wakiy mesggunakan iformasl jangha
wahty perperimaian pada SIPP

o Jumiah perharn yeng diwlessiban tepat waktu adelsh perkars yary
Sparlin dan Sminutasi pada tahum berjalan syl SEMA Namor J Tabun
2014 pada Perngadian Tinghst Pertams paling Lambat 5 (tima) tadan

e Junlah perkars yory @helesalban sdalah perhars yang diputus dan

Smirnstas! pada tahun Ber jalan
h. Persesinwe Jwmiah perburo yesg tafed mangeisbon upaya fukum danding Panitera Lagaran
Porkara yarg Tumiah periurs yamg divelesarhun 3 Sulanan dan
Tadab Lagoran
Marga) b an Catatan: Tatesran
Upays Hobun o Jumiah perhars yang Udsh mengsjukan upays Bubun banding adalah
fanding Junriah perhara tatun bes jatan yang thiab Gajubhan upsys Subum Bbandng

o Jumish perkara yang dhwlesathan adalah perhaen yang dputin dan
daninutasl paca tahun besjatan




WNERJA UTANA

INCHEATOR KINERUA

SUMBEN

DATA

. Peryertiaw Jumioh peruru yany Gduk mengajedun upeya hubum usas| » J00% Laporan
Perbarn ywrg Jemibah perhara pusy diseleraitan Dutaman dan
tideb Lagoran
Mengajusan Catatan: Tatwean
Upays Mabum o Jumish perkara yang Udsk mesgajuban upays hubum basasl adstah
tasas! perhars voluntalr yarg dputia dan Sminutas! tahus berjaian yong tidak

D Juban wDyd b basasl
o Jumish perhars yang daslesaban adelah porkarn yeng dputis dan
Gminutasl pada tahun Der jslan pads perkara voluntelr

d. Persesinse fumviah perbura pidung seak yong daefesuiban dengun diversl o 100% Laparan
Perbars anak Jumiuh perkura pidand andd yaorg memenudd s yorset disers Dulsman dan
yang dissdesalban Laguran
dengan diversi Catatan: Tatwran

Jumiah perbara pidana seak adalah jumish perhars piduns smak poda Lahun
St Salan yang dinjuban secara divers!

w. Index Persepn) e K¢ Lagaran
yarg Pum Catatan: dan
terhadep o PERMENP AN Nomor 14 Tahun 1017 Lestang teotany Pedoman Penyusunan Lapasen
Lpnhen Survey Kepussan Masyarskat Unit Penyelenggara Petayanan Publih Vatwanan

o Wil perseps) minimal ),6 dengan nilal korwers! interval M Indebs harus
el dart 80




IR ATON KINERUA FERANGOUNG SUMBEN

NINERJA UTANA
ITANA JAWAE DATA

1. | Peenghatan s Penentae Jomish salinan putusun yeng dissspuikan lrpat wekty 100 Panttera Laporan

Elektof itas sabiran putusas furniah putasan Dutaman dan
Prrgeicisan yang dsampaihan Lagaran
Perpriesalan he para phak Caatan: Tatwran
Perkarn. tepat waktu o SEMA Nomor | Teben 2011 tentang Fenyampadan Salinan dan Petihan

Patusan

¢ Jumish salnan putusan yang  dsampalkan  tepat  wakty  adalah
peayampaian salhan putusan/peoetapan sesual hetentuan yang bDevlaky,
Wb perhara perdats pengadiien menyediaban walinan potisnes untivk
perbars pidana pengadiles menyampatiaes salnan putunan kepads pacs
pPab palimg Lama 14 (smpat telas ) hart

o Jumish petinan sdalsh jumish pothara yaryg dputun dan dismirutaol pade

1ahun terjalan
b Penentme Jumbah perbary yong diselesniban melntus metion « 100% Panitera Lagoran
Perhara yang Jumish prrdara pung difetuber medies| Bulasman dan
thmesalban Lagoran
Metiadut Medim | Catatan: Tateaan

o Perma Nomor | Tahun 2016 tentang Prosedhr Mecdtast di Pengacilan

o Jumiah yang dielesaban melalot mediacl adalah jumiah gerbars medusi
yang berhand wwbagise, berhanil dengan pencabutan dan berhasll deogan
whta perdamatan

o Jumish perhars yang Smedias! adelah jumish pervkars perdats gugatan
yang mmuk pada tahun herjalan




FENANGOUNG SUMBEN

NWNERJA UTANA FEMJELALAN

DATA

L | Meringhatoys . Peryortane Jumiah perburu prodes vy disdfesaiban 100% Paniters Laporan
Absms Peraditon Perkara Prodec Jumiad perkare pang diawkun secars prodes Dutaman dan
Bag! Manvyerabat yang diveleaiban Lagoran
Mibm dom Catatar Tatwran
Terpioggirsan o Perma omor 1 Teban 2014 tentang Poedoman Pemberian Layeman Mubum

Lagl Manyar mhal Uidak Mampu & Fengadilan
¢ Definisl proden sesal Perma Nomor 1 Tatun 2094 tertang Pedoesan
Pemberian Laysan Mukum bagl Mavyersbat tideh Mampe o Porgadian
adalnh pembetatns Ddaye perhas i
¢ Perkarn grodec yang diselesaiinn adelsh jumish perhara rodes yany
=t GRNAM S0 TRENIEIN NN DS DDA M et e L. i
b, Persemase Jumiah perkera yg diselesnibun & Mar Panitera Laporan
Perkara Yang Pengadilan w 100% Bulaman dan
Otsetesalkan df Jamlah pertura yy pmn diselesaibay il dvar Laparen
Luar Godung pedung Penyadilen L,
Pergaan Caatant
¢ Perma homee 1 Tehun 2014 temang Pedoman Pemberian Layonan Mukum
Lag! Masyarshat Udak Mamgu & Pengadien
o O luar gedung Pengadian adalah gerhare yang disstesaiban of luw bamtor
Pengadilan (xetting plootz, hdang heffing maupun godurg laksewa |




KINERJA UTAMA

ICHEATOR KINERJA

ITANA

SUMBEN

DATA

¢. Persertase fembah penvara beadihan golongan lertentu Leporan
Pencart Keadhan ﬂmnhmwm"m Dutaman dan
Golongan Jamtan permohenan (uyenet Aukum Lagoran
Tertomy yang Tatwean
Merdapat Catatan:
Layanas Santuan | * Perma Nomee 1 Tehun 2014 termang Pedoman Pemberian Layaman Mubum
Mk tagl Masyar seat tdak Mamgu & Pengadhen
Posbebase) * Golongan tertentu adalah setiap orang stau sslompok orang yeng tidak
mampe secara chonomi dan atas tidek memilik] skses pads informas)
somultas) hobuam yarng memertuban Lyanas hubum
» Jumiah layssan hokom adalsh jumish pescert keadiinn yang terdeflar
pade reghanr Posbakum
o Poshaium veoyatanya melayant smus orang yanyg tideh mamgy membost
e ol gugatan/Udahk mampy membayal Jash pengacss s
Mermghatiya Periemase Putusan Jumivh putunen purhuns yung ditindatiosju . 100% Vhposian
repatuhan Perbara Perdata Jurleh putssan perbare perduta pung diajuban ok sekust Dulaman dan
terhadap Putssan | Yang Ditincshlanjut! Lapotan
Pergadian (Ebsadocnt) Catatan: Tatwran

*  BHT = Berkobustan Hekum Tetap

o Patinan yarg Stindabanjut! sdalah perhars permohonan obaskanl yay
dapat dlakuanahan, perhars yang sudah mhrah, hab tangguogse dan Uidak
A juran geermohonan whaebons
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MATRIKS RENCANA STRATEGES
TAMUN 2020-2024

1. | Terwsjudoya Prones o Perentase Perkarn yang dheleaian Topat 0% s : "
Peradian Panti, S S o : -
1m~:ﬂ b Perentase Perkarn yang tidah Mengs jubsn 99 R o e g

€. Persentase Perkara yang tdah Mooagsjubasn 9 . L Y e
ld m&--qu . . . .
dengan dwvers
e Indes Pervepsl Pencar! Kendtan yang Pum 100% o 30} (73} v
~ terhadep Laysean Peradilan

1. | Pemingkatan EIwhtifiias | & Persentase selinan potuses yang GRampaikn ke 100% 1008 100N 1008 100%
Fengelolann para pihak tepat wakty
Penvelesaion Perkarn. [ b Perentase Perkars yang dielesaihan Metsiu p 1) N n i3 n

Medias)

3, | Memngatiga Akve s Persentasw Peckarn Prodeo yang divelesalban 1008 1008 o 1008 100
Ferndbon Aag — i
Masyarakat Miskin dan | B Perientase Perkara Yang Diselesaihan di Lunr 100% 100 100 100% 100%
Teepinggirhan Gadung Pengadiian

€. Persentsse Pencw! Keodhan Gooogan Tertenty 100N 1o Yoo 1008 Yoo
yang Mendapat Layanan Bantuan Mekum
(Posbabum |

4. | Meninghatiys Persentase Putusan Perkara Perdsa Yong 100% 100% 1o 100 1008
fepatuman terhadap Ditindakianjuty (Eksebkest)
Putinan Peogadilan
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Rencana Kinerja Tahun 2022, 2023 dan 2024






Trarparan dan b Persertave Perkara thdak s
Ahuntabed | Mergajuban Upays Hukum Banding
. Pensertase Perkars yang tidek v
Meragajuban Upaya Hubuen Kasas)
0 Perseritase Perkara anak yang .
dhselesaiban dengan diven)
e, index Persepsi Pencari Keadilan yang |
Puss terhadap Layaran Peradian
Peringhatan Elehtilfar | & Perentase Salinan Putusan o
Pengelolaan dbampaican ke para Pihak Tepal Wakty
PN Fay b Penentase Perhara yang dhadesalban n
Meatis Median
Meninghatnys Abses 3. Penerase Perkara Frooeo yarg oos
Peracian Bagl | dnetesaban
Masyar skt Mivkin dan | B, Persentase Perkara Yang Diselesalban di | 100% |
Terpinggickan Luar Gedung Pengadian
¢, Perentase Percarl keadtan Golongan foos |
Tertentu yarg Mendapst Laysran
Bartuse Mubum (Posbakum)
Meninghatniya Perseritane Putinan Pervars Perdata Yang oo
Nepatuhan terhadap Datindaki s utt (Exsebunl)
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajormen permevintaban yang efektlf, transparan dan
shuntabel serta berorientasl pada hasil, yang bertanda tangan di bavwah inf

1. Nama 1 Drs. M. RIBAT, SH., MM
Jabatan 1 Wakol Wakah Ketua Pengadilan Agamw Banjarmegara
selanjputngs disebut Pihok Pertama

I. Nama 1 De, M TULKARNANM, S H., M H.
Jabatan ¢ Wakil Ketua Pergadilan Tinggl Agama Semasang

selabu atasan pihak pertama, selanjutnyga desebot Pibak Kedua.

Pihak Pertama betjang akan mevwazjudiuan Larget Moo ja yarg seharinnya sesual Lampican
perjangian ini, dalam ranghka mencapai target kinerja jangka menengah sepert) yang telah
ditetaphan dalam dokumen porencanaarn.

Keberhasilan dan kegagalan percapatan target onerja tersebut menjadl tanggung jawab
kamil.

Pihak Kedua akan melakuban supervisi yang dperivkan serts akan medakokan evaluas
terhadap capaian inevja dart perjanjian wm dan mengambil Uodakan yang diperiukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksl,

X .‘.'.Eh;_ Banjarnegara, 02 Februart 2022

o }’«\ Pertama,
1wl
&

Drs, H, RIBAT, $.H., M.H,
NIP. 1968102819403 1010




§. Pervertane Porbars yacy Didak
Merxgajuhan Upays Mubum Kasas

| Persertase Perhara anak yang
dnelesatian dengan divery

I Indes Persegni Percart Keadilan yarg
Pum terhndap Layanan Peradian

s

2. | Peviongeatan Efebti it . Persevtane Sekinan Putusan yary
Pergelolann Penyelesaian Pevikars w—uw-mrmwm

4. Persortase Perbara yary disetesalan
Melalud Medias)

1. | Meranghatrya Akses Peracilan Bayl | d. Persertase Perdara Prodec yang
Maoyar ahat Miskin dan dnelessnan

Tevpinggirean v, Persermase Perbara Yang Diuelrswhan &
Liaw Gedurg Pergacdian

TR

[ T Persertane Poncarl Keadilan Golongan
Tertonty yang Mendagat Layanan
Bantuan Mukumn |Pobaburm)

w0

4 | Meverpatigs Kepatuban terhadap | Perserfase Putinan Perhaa Perdals Yang
Putinan Pongadilan Dtindablanga) (Exsebini|

T ! Petreriodaan Leuangan Sacen Uvinan s.!n.w.lm

Wﬂ
Pengadaan Sarana dan Prasarana @ Lingkurgsn Mahhamah Agung §7.000.000 |
Permrghatan Manajeenen Peradilan Agama 181,400,000
iy anjamegara, 02 Februan 2022
y Mm . Agh Pertama,

1‘ \

\f-". :
&!’.ﬁzy." I .
L W

B ol LS. MM, bod M. RIBAT, §.H., MM,
W\ 9640307199203 1004 E,

196810281994031010
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SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADRAN AGAMA SANJARNEGARA KELAS A
NOMOR : W11 ASSTIOT 01202023

TENTANG

PENBENTUKAN T PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANS! PEMERINTAM TAMUN 2022

PADA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS U
KETUA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS 1A

a  Bahwa daam rangha panyusunan Laporan Kinena instans Pomenntah Pengadian Agama
yang lenghap, sk, epat dan mudsh Spaharm, maka Pengadian Agama Bayarnegars
pariy mambentud. Tim Penyusun Laporan Kinena instansl Pemenntah Tahun 2022

b Bahea pegawa yong namanya tersebut dafam daftr Surat Keputsan i, dpandang
caap dan memenyhi syarat serta mampu melaksanakan tugas sebaga Tim Penyusen
Laporan Kinera Instansl Pemenntat 2027 pada Pongadian Agama Bangrmegara Kolas 1A

1 Ungang-Undang Nomor 43 Tatun 2006 tentang Kebuasaan Kahakman,

2 Untang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Ri. Setagamana telsh
dubah dan dtambah cengans Undang-Undang Nomor S Tahun 2004 ferakhr dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tatun 2002 tertang Mahbamah Agung

3 Usdang-Undang Nomor 7 Tahen 1960 tentang Pecasiian Agama sebagamana telah
dubsh dan dtambah desgan Usdang-Usdang Nomor 3 Tahun 2006 terskh dengin
Ungang-Undang Nomor 50 Tabun 2006,

4 Undang-Undang Nomor § Tatun 2008 tertang Pelayanan Publk.

5  Ungang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Pubih;

MEMUTUSKAN

Swm Kepuwsan Ketua Pengadian Agama Banamegara Kelas 1A wntang Pembentsban Tm
Ponyusun Laporan Kinerja stanss Pemerintah Tatun X022 pada Pengadian Agama
Hanamegaa Keas A

Menurjuk Pegawa yang namanya Brsebut datam Lampian Surat Keputusan e ssbaga Tm
Pemyusun Laporan Kinsja st Pemedctah Tatun X022 pada Pengadian Agama
Banamegara Keas A

Tm Ponyusun Laporan Laporan Kineds Instansl Pemeringah Tatwe 2002 bertuges
Wummmwmmmm
Tahun

Melshsangkan Sutit Keputusan in dengan pench tanggungiavid dan melaporkan hasinys
kapada Ketua Pengadian Agama Banjarnegara Kelas |4

Surst Keputusan in berdbu muls tanggel dbetagkan dengsn ketentusn apadila & hamudian hart
terdapat kesshruan dalam Serat Kegutusan ni 3kan dadakan pertakan sebagamana mestinya
umwumm:«mmmum
sehagaamana meshmya




Lavpuan Surat Kepusen Ketua Pengadian Agama Banamegara Kelas (A
Nomer : W1L-ASST/OT.01. 202023
Tangoal: 2 Jeowan 2023

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS 1A

Penanggung jawab Drs HM DIHAN. MH
Ketua Tim Drs H NANGIM MM
Selretans SUDIMAN, 5 H
HELMY ASHARL SH
Koordnator FATHUL YASIR FUADI, S Koms, SH
Anggeta 1. WAHYU PUJ LEXSONO, 5 Xom
2 AYANLSAg
3 SRIWAMOANL SH
4  HERU WAHYONO SH
5 UARATNASARL SE
6 SURACHMAN, A Md
7

SITI WAKHIDAM HAJMR. 5 Kom




